
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR    188.45-456/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-397/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAII

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang       :     a.  bahwa     sehubungan     adanya     penambahan     usulan
rancangan   Peraturan   Wali   Kota   yang   diajukan   oleh
perangkat    daerah    di    lingkungan    Pemerintah    Kota
Balikpapan,    perlu   melakukan   penyesualan   terhadap
Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor  188.45-397/2024
tentang Program Pembentulran Peraturan Kepala Daerah
(Propemperkada)      Kota      Balikpapan      Tahun      2025
sebagaimana telah  diubah  dengan Keputusan Wali Kota
Nomor     188.45-242/2025     tentang     Perubahan     atas
Keputusan  Wali  Kota  Nomor   188.45-397/2024  tentang
Propemperkada Kota Bali]apapari Tahun 2025;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn  huruf a  perlu  menetapkan  Keputusa]i  Wall  Kota
tentang  Perubahan  Kedua  atas   Keputusan  Wali  Kota
Nomor   188.45-397/2024   tentang   Propemperkada   Kota
Balikpapan Tahun 2025;

Mengingat        :     1.  Fennde=;-=n5=dgangT:=do=g23ar=±u#o.  59:2hutnen|tg=g
tentang Perpanjangari Pembentukan Daerah Tingka.t 11 di
Kalimantan   (Lembaran   Negara   Tahun   1953   No.   9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun  1959
Nomor 72, Tambahan    Lembaran    Negara Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang     Nomor     8     Tahun     1965     tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah
Tin8kat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun  1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No.  3 Tahun  1953,
tentang Pembentukan Daerah Tin8kat 11  di Kalimantan
(Lembaran  Negara  Tahun  1965  Nomor  51,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

2.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-



Menetapkan
KESATU

Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023  Nomor  41,  Tambahari  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856);

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang   Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah   (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015   Nomor  2036)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam    Negeri    Nomor     120    Tahun     2018     tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2018
Nomor  157);

MEMUTUSKAN:

:    Mengubah  Lampiran  Keputusan  Wali  Kota  Nomor  188.45-
397/2024  tentang  Propemperkada  Kota  Balikpapan  Tahun
2025  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Wali
Kota   Nomor    188.45-242/2025   tentang   Perubahan   atas
Keputusan   Wali   Kota   Nomor    188.45-397/2024   tentang
Propemperkada   Kota   Balikpapan   Tahun   2025,    dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lalnpiran Keputusan
ini.

KEDUA                :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal  24  Desember  2025

Salinan Keput.usan ini disampaikan kepada Yth. :
1.   Gubernur Kalimantari Timur di Samarinda;
2.   Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3.   Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.
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LAMPIEN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR     188.45-456/2025
TENENG
PERUBAIIAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALT KO'IA NOMOR
188.45-397/2024    TENTANG    PROGRAM     PEMBENTUKAN
PERATURAN  KEPALA  DAERAII  KOTA  BALIKPAPAN  TAHUN
2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPAIA DAERAII TAIIUN 2025

NO JUDUI`

STATUS
PBENGKATDJRERE/UNITRERIA

m"RI POKOK BARU pENyEMpuRr`IAAN

I PED OMAN       PENYELENGGARAAN       KOPBRASI KOPERASI V DKUM"P
KELURAHAN MERAII PUTIH

2
KEBIJAKAN                      DAN                      STRATEGI PBNYBDIAAN AIRMINUM

V DPUPENYELENGGARAAN  SISTEM  PBNYEDIAAN  AIR
MINUM

3 POIA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPEGAWJEN V BKPSDM

4 RENCANA      KERIA      PEMERINTAII      DAERAII RENCENA RERIA V BAppEDA LnBANG
TAHUN 2026

5
PERUBAHAN   RENCANA   KBRIA   PEMERINTAII RENCANA RERIA V BAPPEDA LITBANG
DAERAH TAHUN 2025

6
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAII TAHUN2026 RENCANA InRIA V BAPPEDA LITBANG

7 INOVASI DAERAII INOVASI V BAPPEDA LITBANG

8 TANGGUNG     JAWAB     SOSIAL     LINGKUNGAN TANGGUNG JAWAB
V BAPPEDA LITBANG

pERusArrmN SOSIAL

9 PEDOMAN    PENCEGAHAN    DAN    PERCEPATAN sTurmNG V BAPPEDA HTBANG
pE:NUR:iniAIN STUNTENG

10
PELINDUNGAN       DAN       PEMENUHAN       HAK DlsA13rmAs V BAPPEDA IJTBANG
PENIANDANG DISABILITAS

11

RERUBAHAN   ATAs   pERA'ruRAN   WALI   KOTA

CADANGAN PANGAN V DP3NOMOR  1  TAHUN  2024 TENTANG  MEKANISME
PENCIADAAN PENGELOIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINIAII DAERAII

12 POIA  TATA  KELOIA  BADAN  IAYANAN  UMUM BLUD V DINKES
DAERAII PUSAT RESEHATAN MASYARAKAT

13 PEDOMAN szlEpiLArv SmLAN V DISPBF"

14 PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI PEDOMAN INVESTIGASI V INspEKroRAT

15

TEKNIS   PEMBERIAN  TUNJANGAN  HARI   RAYA

TUNJANGAN I`IARI RAYA V BRADDAN  CIATI  KEnGA  BEIAs  TANG  BERsuMBER
DARI    ANGGARAN    DAN    BELANJA    DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2025

16

PERUBAIIAN   ATAs   PERATURAN   WAII   KorA

APBD V BECADNOMOR        35        TAHUN        2024        TENTANG
I'ENJABARAN   ANGGARAN   PENDAPATAN   DAN
BELANJA DAERAEI TAHUN ANGCIARAN 2025

17 STANDAR      SATUEN      HARGA      PEMERINTAII STENDAR SATUAN
V BKAD

DABRAII TAHUN ANGGARAN 2026 HARGA

18
PENJABARAN                 PBRTANGGUNGJAWABAN

APBD V BKADANGGARAN      PBNDAPATAN      DAN      BELANJA
DAERAII TAHUN ANGCIARAN 2024

19
PENJABARAN          PBRUBAHAN          ANGCIARAN

APBD V BKcOPENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAII  TAHUN
ENGGAEN 2025

20
PERUBAHAN  KErlGA  ATAs  PERATURAN  WALI

APBD V BKADKOTA    NOMOR    17    TAHUN    2023    TENTANG
REBIJAKAN AKUNTENSI

21
SISTEM      I)AN      PROSEDUR      PENGBLOLAAN REUANGAN DAERAII V BKAD
KEUANGAN DAERAII

22

PERUBAHAN   ATAS   PERAIURAN   WALI   KOTA

BEENjA rmAK
V BKAD

NOMOR  5  TAHUN  2022  TENTANG  TATA  CARA
PENGANGGARAN,           PEIAKSANAAN           DAN
PENATAUSAHAAN,        PERTANGGUNGJAWABAN TERDUGA
DAN   PELAPORAN   SERTA   PEMANI`AUAN   DAN
EVALUASI BEIANJA TIDAK TERDUGA

23

PRTUNJUK        PEIAICSANAAN        PEMUNGUTAN

PAIAK V BPPDRD
PAIAK MINERAL  BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN
DAN      PENERIMAAN/SINERGI      PEMUNGUTAN
OPSEN  I'AIAK  MINERAL  BUKAN  LOGAM  DAN
BATUAN



NO JUDUL

STATUS
PERANGRATDAERE/UNITRERIA

MATBRI roKOK BARU PENYEMPURNAAN

24 PETUNJUK  PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN   BEA BPHTB V BPPDEO
PBROLEI+AN IIAK ATAS TANAII DAN BANGUNAIN

25 PETUNJUK        PBIAKSAVAAN        PEMU NGUTAN RTRIBUSI V BPPDREFurmBusl

26 SISTBM KBRJA SISTEM KERJA V BKPSDM

27 PEDOMAN      DISIPLIN      BAGI      PECIAWAI      DI HUKUMAN DISIPLIN V BKPSDM
LINGKUNGAN pEMERn\rl`AII DABRAI+

28
TAMBAI+AN PENGIIASIIAN PEGAWAI APARATUR

TAMBAIENPBNGHASILAN
V BKPSDMSIPIL  NECIARA   DI   LINGKUNGAIN   PEMERINIAII

KOTA BALIKPAPAN

29

PELIMPAHAN     REWENANGAN     MANDAT     DAN
PELIMPAHAN

V BKFSDMDELEGASI PENANDATANCENAN NASKAII DINAS
REPECIAWAIAN  DI   LINGKUNGAN  PEMERINTAII KEvmaNANCIAN

KorA BALIKPAPAN

30
REDUDUKAN,   SUSUNAV   0RGAVISASI,   TUGAS

ORGANISASI DAN TATAKERIA
V BAGIAN ORGANISASIDiIN  F`UNGSI  SERTA  TATA  KERIA  PERANGKAT

DAERE

31 PEMBENTUKAN RUKUN TFTANGGA RUKUN TETANGGA V
BAGENPEMBRINTAEN

32
PRTUNJUK          PELAICSANAAN          PERATURAN

BANTUAN HUKUM V BAGIAN HUKUMDAERAI+         TENTANG          PENYBLBNGGARAAN
BAr`ITUAN HUKUM

33

PERUBAHAN   ATAs    PERATURAN   WALI   KorA

SUSUNAV ORGANISASI V DISDIKBUD

NOMOR        32        TAHUN        2018        TENTANG
PEMBENTUKAN,         SUSUNAN         ORCIANISASI ,
URAIAN TUGAS  DAN  FUNGSI  UNIT PELAKSANA
TEKNIS   DAERAI]   SATUAN   PENDIDIKAN   PADA
DINAS   PENDIDIKAN   DAN   KEBUDAYAAN  KOTA
BALIKPAPAN

34

SISTBM         PBMBBIAJARAN         TBRINTBGRASI

KEPEGAWAIAN V BKPSDM
(CORPORATE               UNIVERSI")               DAIAM
PENGEMBAINGAN       KOMPETENSI       APARATUR
SIPIL  NECIARA   DI   LINGKUNGAN   FEMERINTAII
DAEFun

35

pERUBArIAN    ATAs    PERATURAN    WALI    KOTA

PBNDIDIEN V DISDIKBUD
NOMOR   2   TAI+UN   2021   TENTANG   PEDOMAN
PBLAICSANAAN          PROGRAM          PBNUNTASAN
PENDIDIKAN  AVAK  USIA  DINI  1  (sATu}  TArluN
pRASEKoiAEI DAsiun

36

TATA            CARA            PENGENAAN            SANKSI

LINGKUNGAN HIDUP V DLH

ADMINlsTRAlnF     PELANGCIARAN     PERATURAN
DAERAII    NOMOR   4   TAHUN   2022   TBNTANG
PERUBAHAN      ATAS      PERATURAN      DAERAI1
NOMOR         13        TAHUN         2015        TENTANG
PENGEI0IAAN  SAMPAII  RUMAII  TANGGA  DAN
SAMPAH SEUENIS SAMPAII RUMAI+ TANGGA

37 KONTRAK KERIA INDIVIDU KONTFun RERIAINDrvIDu
V DISDIKBUD

38

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
JAMINiIN SOSIAL

V DISNAKERNOMOR 3 TAHUN 2025 TBNTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KEylENAGAKERIAAN
KEI`ENAGAKERIAAN BAGI PEKERIA RENIAN

39 PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP V DISFUSTA€
PEMERINIAI+ DABRAI+

40 PEDOMAN PENGELOIAAN ARSIP TERIAGA DI
ARSIP V DISFUSTAKAR

LINGKUNGAN PEMERINTAII DAERAH

APAN'


